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ABSTRAK 

PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM 

PELAKSANAAN DIVERSI PADA KASUS PENCURIAN DENGAN 

PEMBERATAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (RJ) 

PUTRI SYELI M.B 

Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP 

merupakan kejahatan yang marak terjadi di Indonesia, termasuk di Sumatera 

Selatan. Kejahatan ini tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga 

mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi 

permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada 

hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan 

masyarakat.. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) 
Bagaimanakah peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam pelaksanaan 

diversi dengan menggunakan metode Restorative Justice (RJ) dan (2) 

Bagaimanakah mekanisme dan hambatan – hambatan apa pihak Kepolisian 

Daerah Sumatera Selatan dalam proses diversi dengan metode Restorative Justice 

(RJ) ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini adalah metode 

empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang 

dilakukan dengan cara pengumpulan data primer dan sekunder melalui 

wawancara, observasi, survei, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 

Peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam pelaksannaan diversi dengan 

menggunakan metode Restorative Justice (RJ), bahwa ketika korban dan terlapor 

telah mencapai kesepakatan yang di mana terlapor bersedia memberikan ganti 

rugi kepada korban. Setelah ganti rugi diberikan, dilakukan perdamaian yang 

diikuti dengan pencabutan pengaduan. Selanjutnya, peran penyidik adalah 

menerapkan prinsip restorative justice, di mana tidak ada pihak yang dirugikan, 

sehingga kedua belah pihak merasa puas, padahal, penyidik memiliki mekanisme 

untuk melakukan gelar perkara dan meninjau ulang kasus tersebut. Terkadang, 

pihak yang telah berdamai menganggap proses telah selesai dan meninggalkan 

perkara, padahal masih ada administrasi yang perlu dilengkapi.  

Kata kunci: Peran Kepolisian Daerah, Diversi, Restorative Justice (RJ). 
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ABSTRACT 

THE ROLE OF THE SOUTH SUMATRA REGIONAL POLICE IN THE 

IMPLEMENTATION OF DIVERSION IN CASES OF AGGRAVATED 

THEFT THROUGH RESTORATIVE JUSTICE (RJ)  

PUTRI SYELI M.B 

Aggravated Theft, as regulated in Article 365 of the Indonesian Criminal Code 

(KUHP), is a crime that frequently occurs in Indonesia, including in South 

Sumatra. This crime not only causes material losses to victims but also disrupts 

public security and order. To address this issue, an approach is needed that does 

not solely focus on punishment but also on restoring relationships between 

perpetrators, victims, and society. The issues examined in this study are: (1) What 

is the role of the South Sumatra Regional Police in implementing diversion using 

the Restorative Justice (RJ) method? and (2) What are the mechanisms and 

obstacles faced by the South Sumatra Regional Police in the diversion process 

using the Restorative Justice (RJ) method? This study employs an empirical 

research method with a qualitative approach, involving the collection of primary 

and secondary data through interviews, observations, surveys, and 

documentation. The research findings indicate that the role of the South Sumatra 

Regional Police in implementing diversion through the Restorative Justice (RJ) 

method involves facilitating an agreement between the victim and the reported 

party, where the latter agrees to compensate the victim. Once compensation is 

provided, a peace agreement follows, accompanied by the withdrawal of the 

complaint. The investigator's role is then to apply the principles of Restorative 

Justice, ensuring that no party is harmed, and both sides feel satisfied. However, 

despite this mechanism, investigators still have the authority to conduct case 

reviews. In practice, parties who have reached a settlement often consider the 

case closed and abandon the legal process, even though there are still 

administrative requirements to be completed. 

Keywords: The Role of the Regional Police, Diversion, Restorative Justice (RJ).
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BAB I 

PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang 

            Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mempunyai peran untuk mencapai 

maksud dan tujuan yang telah direncanakan dalam pelaksanaan diversi melalui 

Restorative Justice. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menerapkan prinsip 

keadilan restoratif dengan berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana 

Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peralihan hukum dari proses penyelesaian 

perkara pidana melalui jalur di luar sistem pidana. Diversi yaitu tindakan 

pengalihan dalam menyelesaikan kasus anak melalui proses peradilan pidana ke 

jalur di luar peradilan pidana. Pengalihan perkara anak dari proses pidana ke jalur 

penyelesaian di luar pidana. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, dibuat 

dalam Pasal 365 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah 

pencurian itu dilakukan melalui kekerasan dan ancaman terhadap orang 

menggunakan kekerasan. Ini merupakan salah satu gambaran kejahatan yang 

seringkali berlangsung di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. 

Berdasarkan data dari pihak kepolisian, jumlah kasus pencurian dengan 

pemberatan memperlihatkan saat ini penambahan yang begitu cepat didalam 

beberapa tahun terakhir ini. Perkara ini bukan saja mengakibatkan kerugian 

materiil untuk korban, namun juga mengusik keamanan dan kenyamanan 

masyarakat. Untuk mengatasi masalah seperti ini, dibutuhkan pendekatan sesuatu 

yang bukan hanya fokus terhadap putusan hukuman, namun juga terhadap 

perbaikan ikatan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam kejadian ini, 

1 
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Restorative Justice (RJ) memberi penyelesaian yang lebih humanis dan 

konstruktif. 

            Adapun penjelasan dari pasal 365 KUHP yang berisi tentang : 

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang 

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau 

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk 

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk 

tetap menguasai barang yang dicuri. 

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun: 

3. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau 

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam 

kereta api atau trem yang sedang berjalan; 

4. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 

5. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau 

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau 

pakaian jabatan palsu; 

6. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat; 

7. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana 

penjara paling lama 15 tahun; dan 

8. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 

selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan 

mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang 

atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang 

diterangkan dalam no. 1 dan 3.
1
 

 

            Restorative Justice menjelaskan tentang cara penanganan yang terjadi di 

luar sistem peradilan pidana dengan mengaitkan korban, pelaku, keluarga korban 

dan pelaku, masyarakat, bersamaan dengan pihak-pihak terlibat dalam tindak 

pidana yang telah berlangsung guna memperoleh sebuah perjanjian. Konsep 

Restorative Justice memiliki pengertian dasar mengenai kejahatan adalah tindakan 

berkonflik dengan orang atau masyarakat serta berkaitan pada perbuatan yang 

melanggar sehingga menghancurkan norma hukum. Tujuan utama dari 

                                                           
1
 Renata Christha Auli, Bunyi dan Unsur-Unsur Pasal 365 KUHP “Tentang Pencurian 

Dengan Kekerasan”. Diakses melalui https://www.hukumonline.com/klinik/a/simak-begini-bunyi-

dan-unsur-unsur pasal-365-kuhp-lt65cb50141d1a0/ 
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Restorative Justice adalah untuk mencapai keadilan yang benar-benar adil, 

terutama bagi semua pihak yang terlibat, dengan fokus yang lebih besar pada 

pemulihan dan penyelesaian konflik daripada sekadar memberikan hukuman.
2
 

Kedua, memperbaiki, mengganti kerugian yang dialami oleh pihak korban, 

pengakuan dari pelaku pada luka yang dialami oleh korban atau masyarakat 

dampak dari perbuatannya, mediasi dan upaya memperbaiki kembali suatu 

hubungan pelaku, korban dan masyarakat.
3
 Ketiga, untuk memulihkan suatu 

kondisi untuk memperoleh kemakmuran pada masyarakat, membenahi diri 

dengan mengarahkan anak menjadi tersangka atas tindakannya sebagai bentuk 

pertanggungjawaban terhadap korban. 

            Dalam konteks ini, kepolisian berperan sebagai  mediator untuk membantu 

pelaku dan korban berdiskusi tentang sesuatu dengan tujuan mencapai 

kesepakatan untuk dapat memulihkan semua kerugian serta luka yang timbul 

akibat peristiwa kenakalan anak tersebut. Restorative Justice melalui 

pendekatakan dalam keadilan ditujukan untuk pelaku agar bertanggung jawab atas 

perbuatannya, mengerti dampak yang akan terjadi, mendapatkan peluang untuk 

membenahi diri, serta menghindari kerugian serupa pada masa yang akan datang.
4
  

            Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 

Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. 

                                                           
2
 Tony Marshall, Sosialisasi Dan Diskusi Restorative Justice. Diakses melalui https:// 

www.pn-meureudu.go.id/2024/04/02/sosialisasi-dan-diskusi-restorative 

justice/#:~:text=Tujuan%20utama%20dari%20restorative%20justice,dan%20tidak%20sekedar%2

0mengedepankan%20penghukuman 
3
 Atang’s. Diakses melalui http://atang1973.blogspot.com/2008/05/restorativ e-justice. 

html. 
4
 Ani Purwati, 2020, Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara 

Tindak Pidana Anak, Surabaya: Jakad Media Publishing. 
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Menimbang: 

a. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan 

penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif 

yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan 

keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak 

pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu 

kebutuhan hukum masyarakat; 

b. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjawab 

perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa 

keadilan semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 16 

dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, perlu merumuskan konsep baru dalam 

penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang 

berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan 

kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat; 

dan 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan 

Restoratif.5 

 

            Sehubungan hal tersebut diatas maka bertujuan untuk menciptakan 

keharmonisan antara pihak korban dan pelaku, maka dari itu, penulis berminat 

melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menyampaikan pengetahuan dan 

pemikiran melalui penulisan skripsi yang berjudul "Peran Kepolisian Daerah 

Sumatera Selatan Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Kasus Pencurian Dengan 

Pemberatan Melalui Restorative Justice (RJ).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Peraturan Kepolisian  Negara 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan 

Keadilan Restorative. Diakses melalui https://reskrimum.metro.polri.go.id/wp content/uploads/ 

2022/01/PERPOL-No-8-Th-2021-Penanganan-Tindak-Pidana-Berdasarkan-Keadilan-Restoratif. 

pdf 
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B.  Rumusan Masalah 

            Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dijelaskan bahwa    

permasalahan utama  dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam 

pelaksanaan diversi dengan menggunakan metode Restorative Justice (RJ) ? 

2. Bagaimanakah mekanisme dan hambatan-hambatan apa pihak Kepolisian 

Daerah Sumatera Selatan dalam proses diversi dengan metode Restorative 

Justice (RJ) ?   

 

C. Ruang Lingkup  

            Ruang lingkup penelitian merupakan batasan yang telah   ditetapkan dalam 

sebuah penelitian, artikel, atau berita untuk megidentifikasi topik atau area 

tertentu yang akan dibahas. untuk menjamin bahwa agar analisis tentang peran 

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di dalam pelaksanaan diversi pada kasus 

pencurian dengan pemberatan melalui Restorative Justice tetap terarah dan sesuai 

dengan tujuan utama. 

            Pendekatan yang terstruktur dan terbatas ini akan menjamin dengan 

menyatakan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang 

signifikan dan relevan terhadap pengembangan praktik Restorative Justice dan 

kebijakan penegakan hukum di Negara Republik Indonesia.  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menyelidiki mekanisme yang diterapkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera 
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Selatan dalam berbagai pelaksanaan diversi dengan menggunakan metode 

Restorative Justice (RJ), dengan mengutamakan langkah-langkah yang 

diambil untuk melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam 

menyelesaikan kasus pencurian dengan pemberatan, dan menilai dampak 

dari pendekatan ini terhadap keadilan sosial. 

2. Menyelidiki hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera 

Selatan dalam menerapkan proses diversi melalui metode Restorative 

Justice (RJ), dengan fokus pada faktor-faktor internal dan eksternal yang 

berpengaruh terhadap efektivitas penerapan diversi dalam menangani kasus 

pencurian dengan pemberatan. 

            Adapun juga manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian 

ini,  yaitu : 

1. Secara Teoritis, Diharapkan penelitian ini dapat memberikan partisipasi bagi 

pengembangan ilmu hukum, khususnya pada aspek keadilan restoratif dan 

sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan menganalisis peran 

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam pelaksanaan diversi, penelitian 

ini akan menambah literatur yang ada praktik keadilan restorative justice, 

dan memberikan sudut pandang baru mengenai metode integrasi ini dalam 

penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendukung 

dalam pengembangan teori-teori tentang keadilan yang lebih berorientasi 

pada kemanusiaan dan rehabilitatif. 

2. Secara Praktis, Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan Pihak Kepolisian Daerah 
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Sumater Selatan untuk membantu meningkatkan penerapan diversi di dalam 

penyelesaian kasus pencurian dengan pemberatan. Dengan pemahaman 

yang lebih baik tentang proses dan tantangan dalam pelaksanaan restorative 

justice, kepolisian dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk 

melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat, dan memperkuat kepercayaan 

masyarakat terhadap penegakan hukum. Hal ini juga dapat berkontribusi 

pada pengurangan angka kriminalitas dan perbaikan hubungan sosial dalam 

masyarakat.  

 

E.  Kerangka Konseptual 

            Kerangka konseptual adalah struktur logistik yang dirancang untuk 

menjelaskan variabel penelitian yang akan dijelaskan dalam penelitian. 

Umumnya, dalam suatu penelitian, kerangka konseptual disusun berdasarkan teori 

yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Kerangka ini berfungsi untuk 

memberikan penjelasan yang komprehensif dan mendetail mengenai topik yang 

akan dibahas. Selain itu, Kerangka Konseptual bertujuan untuk memperjelas arti 

dari variabel-variabel, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih akurat dan 

terarah. 

            Agar memahami dan memperjelas isi serta pembahasan dan yang 

terkandung dalam judul ini terkait dengan ruang lingkup penelitian, diperlukan 

penjelasan dan pemahaman beberapa istilah yang perlu dijelaskan, yaitu : 

1. Diversi yaitu proses penyelesaian kasus tindak pidana diluar pengadilan, 

yang meliputi penyelesaian melalui jalur hukum ke jalur non hukum, 

diperlukan adanya kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat, 
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termasuk pelaku, korban, dan keluarga masing-masing. Diversi 

dilaksanakan untuk mencegah proses penahanan dan stigma serta pelabelan 

sebagai pelaku kejahatan, namun anak tetap diarahkan untuk bertanggung 

jawab atas kesalahan yang telah dibuat. Dengan demikian, pengertian 

diversi  pada dasarnya adalah pengalihan proses peradilan pidana dari jalur 

formal menuju penyelesaian melalui musyawarah.6 Jack E. Bynum dalam 

bukunya Juvenile Delinquency a Sociological Approach mengungkapkan 

bahwa ”Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender 

from the juvenile justice system (Diversi merupakan suatu tindakan untuk 

mengalihkan pelaku kejahatan anak dari sistem peradilan pidana).7  

2. Restorative Justice merupakan sebuah metode untuk menyelesaikan kasus 

pidana maupun sengketa non-pidana dengan pendekatan musyawarah, guna 

mencapai keadilan yang diharapkan. Pendekatan ini tekanan pada 

kesepakatan antara kedua belah pihak dengan pendampingan dari penegak 

hukum, serta mengedepankan prinsip keadilan. Menyediakan solusi untuk 

penyelesaian perkara pidana yang cepat dan efisien, sekaligus tetap 

mengedepankan keadilan dan menghindari stigma negatif terhadap pihak- 

pihak yang terlibat, serta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan 

mengurangi penyebaran perilaku buruk di kalangan pelaku tindak pidana.8 

                                                           
6
 Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum 

Pidana. Medan: USU Press. 
7
 Marlina, 2007, Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan 

terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dalam Mahmul Siregar DKK, pedoman praktis 

Melindungi anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Pusat Studi Kajian 

dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan. 
8
 Kurniawan Tri Wibowo Erri Gunrahti Yuni, 2021, Restorative Justice Dalam Peradilan 

Pidana DiIndonesia, Pena Indis, Kebumen. 
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3. Peran utama kepolisian adalah sebagai pelaksana hukum di lapangan. 

Mereka memiliki tanggung jawab untuk menindak pelanggaran hukum, 

mulai dari tindak kriminal ringan hingga kejahatan yang lebih serius seperti  

pencurian ,korupsi, narkotika, dan terorisme.9 

4. Pencurian dengan Pemberatan adalah pencurian  biasa  yang  dilakukan 

dalam situasi-situasi tertentu. Situasi tertentu meliputi pencurian hewan, 

pencurian yang terjadi saat bencana, pencurian yang dilakukan di malam 

hari saat rumah terkunci, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau 

lebih secara bersama-sama, serta pencurian yang melibatkan cara 

membongkar atau memecahkan untuk mengambil barang yang ada di 

dalamnya.10  

  

F.  Review Studi Terdahulu Yang Relevan 

            Penelitian terdahulu adalah rangkuman dari penelitian-penelitian 

sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian perlu mempelajari hasil 

penelitian orang lain untuk menghindari duplikasi, Pengulangan, atau kesalahan 

yang sama yang mungkin telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Heru Widoyo, Peran Kepolisian Dalam Meningkatkan Kualitas Penegakan Hukum Di 

Indonesia. Diakses melalui https://binus.ac.id/character building/2024/09/ 
10

 Sudarsono, 2001, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pt Rineka Cipta. 
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Tabel 1.1 Studi Terdahulu yang Relevan 

No Nama, Judul dan Tahun Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian 

1 Antoni, Anjeli Deriyanti  

“Praktek Penegakan Hu-

kum oleh Polda Sumsel 

dalam Menangani Kasus 

Pencurian dengan Keke-

rasan” 

(2023) 

 

Hasil penelitian ini dapat 

diketahui bahwa penegakan 

hukum yang dilakukan oleh 

Kepolisian Daerah Sumatera 

Selatan terhadap tindak pi-

dana pencurian dengan keke-

rasan yaitu dengan 2 cara 

yaitu upaya preventif dengan 

tujuan mencegah timbulnya 

suatu kejahatan dan upaya 

represif yaitu suatu bentuk 

tindakan atau pengungkapan 

kasus terhadap para pelaku 

tindak pidana yang terkait 

dengan pencurian dengan 

kekerasan. 

Perbedaan hasil 

pene-litian antara 

upaya preventif dan 

represif dalam 

penegakan hu-kum 

oleh Polda Sumsel 

menunjukkan bahwa 

kedua pende-katan 

memiliki peran yang 

berbeda dan dampak 

yang berbeda 

terhadap penegakan 

hukum dalam kasus 

pencurian dengan ke-

kerasan. 

 

 

2 Sulis Setyowati  

“Problematiks Penera-

pan Diversi dalam Pe-

nyelesaian Perkara Tin-

dak Pidana Anak dalam 

Mewujudkan Keadilan 

Restoratif”  

(2024) 

 

 

 

Hasil dari kajian penelitian 

ini adalah: pertama, 

penyelesaian perkara dengan 

jalan resto-rative justice juga 

mengubah cara pandang 

aparat penegak hukum dari 

mempertahankan dan berdiri 

pada pedoman penegakan 

hukum dengan harus 

mempertimbangkan 

humanisme sesuai dengan 

hati nurani. Kedua, Jika 

kesepakatan diversi tidak 

dilaksanakan sepenuhnya 

oleh para pihak berdasarkan 

laporan dari Pembimbing 

Kemasyarakatan Balai Pe-

masyarakatan, maka hakim 

melanjutkan pemeriksaan 

perkara sesuai dengan sesuai 

dengan Hukum Acara Pe-

radilan Pidana Anak. Hakim 

dalam menjatuhkan putusan-

nya wajib mempertimbang-

kan pelaksanaan sebagian 

kesepakatan diversi. 

Perbedaan hasil 

pene-litian ini 

menyoroti dua aspek 

penting dalam 

penerapan RJ oleh 

Polda Sumsel: 

perubahan cara pan-

dang aparat penegak 

hukum yang lebih 

humanis dan pencip-

taan kesepakatan di-

versi yang mengun-

tungkan bagi semua 

pihak. Pendekatan ini 

tidak hanya 

bertujuan untuk 

menegakkan hukum, 

tetapi juga untuk 

mencapai kea-dilan 

yang lebih restoratif 

dan berke-lanjutan 

dalam mas-yarakat. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

            Jenis penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini 

termasuk dalam kategori penelitian empiris, pengumpulan data melalui 

observasi, wawancara, dan pengalaman langsung di lapangan. Tujuannya 

adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran 

kepolisian dalam penerapan diversi pada kasus pencurian dengan 

pemberatan melalui pendekatan restorative justice, yang berlandaskan pada 

data dan pengalaman nyata di lapangan.
11

 

2. Sumber Data 

             Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data 

kualitatif, yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data, 

seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus (Focus 

Group Discussion). Semua ini berkaitan dengan peran Kepolisian Daerah 

Sumatera Selatan dalam pelaksanaan Diversi pada kasus pencurian dengan 

pemberatan melalui Restorative Justice (RJ). Berdasarkan tujuan penelitian, 

peneliti mengklasifikasikan sumber data menjadi 2 (dua) bagian yaitu : 

a. Data Primer 

            Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan melalui 

sumber aslinya dan belum dijelaskan atau dipublikasikan sebelumnya. 

Data ini biasanya diperoleh melalui metode penelitian yang dirancang 

untuk tujuan tertentu dan dianggap sebagai data yang paling relevan 

                                                           
11

 Marco, Nova Ratu Sabina, Rivky Banke,  2024, Peran Kepolisian Dalam 

Pengumpulan Bukti Pada Tahap Penyelidikan. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No. 1. 
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serta akurat untuk menjawab pertanyaan penelitian, melalui teknik 

seperti wawancara, observasi, survei, dan dokumentasi resmi. 

b. Data Sekunder 

            Data sekunder mengacu pada informasi yang didapat dari sumber 

yang telah tersedia dan telah dipublikasikan sebelumnya. Data ini tidak 

diambil langsung oleh peneliti untuk keperluan penelitian tertentu, 

melainkan diakses dari penelitian, laporan, dokumen yang sudah ada, 

buku, jurnal, artikel, internet, dan sumber relevan lainnya.  

3. Metode Pengolahan Data 

            Metode pengolahan data yang akan diterapkan didalam penelitian ini 

yaitu: 

a. Wawancara yaitu metode utama yang digunakan untuk memperoleh 

informasi yang mendalam dari individu-individu yang terlibat dalam 

pelaksanaan diversi. Dalam penelitian ini, peneliti berinteraksi langsung 

dengan pihak-pihak terkait, seperti Kepolisian Daerah Sumatera Selatan 

yang menangani kasus pencurian dengan pemberatan, serta dengan 

korban, pelaku, dan pihak lain yang berperan dalam proses mediasi atau 

musyawarah. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun 

semi-terstruktur guna menggali informasi secara mendalam mengenai 

jalannya proses diversi, tantangan yang dihadapi, serta dampak dari 

penerapan pendekatan restorative justice. 

b. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengamati secara langsung objek, fenomena, atau perilaku di lapangan. 
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Dalam konteks ini, peneliti mengamati secara cermat peran kepolisian 

dalam mengidentifikasi kasus yang layak untuk dilakukan diversi, 

menjalin komunikasi antara pihak-pihak terkait seperti korban dan 

pelaku, serta memfasilitasi proses mediasi atau musyawarah dengan 

tujuan mencapai kesepakatan damai. Melalui observasi ini, diperoleh 

gambaran nyata mengenai dinamika pelaksanaan diversi di lapangan, 

berbagai tantangan yang dihadapi aparat kepolisian, serta sejauh mana 

prinsip restorative justice dapat diterapkan dalam penegakan hukum 

pidana anak di wilayah Sumatera Selatan. 

c. Survei, yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan data dari berbagai 

sumber, seperti pihak kepolisian, korban, pelaku, serta tokoh masyarakat. 

melalui wawancara yang bertujuan untuk memperoleh data kualitatif 

yang mencerminkan pengalaman dan pandangan mereka, sehingga dapat 

dipahami bagaimana persepsi dan pengalaman para responden terhadap 

penerapan prinsip restorative justice dalam penanganan kasus pencurian 

dengan pemberatan.  

d. Dokumentasi, berupa catatan yang dihasilkan selama proses Restorative 

Justice (RJ), termasuk catatan mediasi, laporan kepolisian, dan 

kesepakatan yang tercapai. 

4. Analisis Data 

            Data yang diperoleh oleh peneliti diatur secara sistematis dari 

berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, survei, dan dokumentasi. 

Peneliti juga akan menggunakan metode berpikir yang fokus pada kata-kata 
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atau data untuk menarik kesimpulan, sehingga hasilnya dapat dipahami 

dengan mudah oleh diri sendiri atau orang lain. 

 

H.  Sistematika Penulisan 

            Dalam penyusunan penelitian ini, bagian menjadi empat bab, yang dimana  

setiap bab akan membahas ruang lingkup dan materi sesuai dengan topiknya 

masing-masing. Sistematika pada penelitian ini disusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi 

terdahulu yang relavan, metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan pembahasan tentang yang menyajikan mengenai 

pengertian tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pengetian Diversi, 

Peran Kepolisian dalam pelaksanaan Diversi, Restorative Justice dalam 

Penyelesaian Kasus, tantangan dalam Pelaksanaan Diversi dan 

Restorative. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas berbagai hal yang berkaitan langsung pada 

permasalahan, yaitu mekanisme pihak Kepolisian Daerah Sumatera 

Selatan dalam pelaksanaan Diversi dengan menggunakan metode 

Restorative Justice dan hambatan – hambatan pihak Kepolisian Daerah 

Sumatera Selatan dalam proses Diversi dengan metode Restorative 

Justice. 
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BAB IV PENUTUP 

Bab ini adalah bab penutup yang memuat kesimpulan dari berbagai 

uraian yang telah dijelaskan  pada skripsi ini dan saran untuk masa yang 

akan datang. 
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